
WALIKOTA BATU

PROVINSI JAUIA TIMUR

PERATURAN UIALIKOTA BATU
noMoR 4E rAHUN 2ota

TENTANG

PERUBAIIAIT KEDUA ATAS PERATI'RAN trIALIKOTA BATU ITOMOR 99
TATIUN 2OT7 TEITTAITG PEN.'ABARAIT AITGGARAN PENDAPATAN

DAIT BELANJA DAERAH TAIIUN ANGGARAN 2018

DEITGAIT RATIMAT TUIIAN YAITG MATIA ESA

UTALIKOTA BATU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat {71
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kari, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomqr 21 Tahun 2all
tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah dan untuk mendukung percepatan
pelaksanaan program/kegiatan satuan Kerja perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu, serta dalam
rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja perangkat
Daerah dalam melakukan pergeseran anggaran
mendahului perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan
Peraturan walikota Batu tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2O17 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol8;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor gl, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2aO+ tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
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5. Undang-Undang Nomor lS Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor l3O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang_undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungiawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
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Nomor 2Ag, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO2T);

15. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2oao tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aO2B);

16. Peraturarl pemerintah Nomor 23 Tahun 2005tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4so2't sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan pemerintah Nomor T4 Ta}'un 2o12
tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor
23 Tahun 200s tentang pengerolaan Keuangan Badan
Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 1,71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53aO);

17. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor r3T, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asr sl;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 201o tentang
Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
24rc Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4A,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L S0, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa37l;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lal;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4922} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor g3 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2
Nomor 195, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akunta_nsi pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2Ol2 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 264, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 lentarrg
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tatrun 2015 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang_Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor l2Z,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor S55B)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
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29.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Aa\;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al3 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nornor L2 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 255);

32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasion'al pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 81);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2A06
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2OA7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2A06 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2OlL tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah sebagaimana terah diubah beberapa
kali, terakhir dengan peraturan Menteri Daram Negeri
Nomor 13 Tahun 2org tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 32 Tahun
2a1l tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan
sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun
2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah;

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2B/pWK.ar /2016tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4g rahun 2016
tentang Pedoman penerimaan Hibah dari pemerintah
Pusat kepada pemerintah Daerah dan penyertaan
Modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan DaerahAir Minum dalam Rangka penyelesaian Hutang
Perusahaan Daerah Air Minum kepada pemerintah
Pusat secara Non Kas;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201,7
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201g
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 134 Tahun }OLZ tentang
Perubahan atas peraturan Menteri Daiam Negeri
Nomor 33 Tahun 2orr tentang pedoman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Operasional;

43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2o0s
tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat
Daerah (l,embaran Daerah Kota Batu Tahun 2005
Nomor 1/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan dengan peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 3 Tahun 2oor tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2OAT Nomor Z / Ah

44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2aog
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2OOg Nomor L /F];

45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor I /B\;
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46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 2/B);

47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 3/B);

48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel (kmbaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 4/B);

49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun
2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Batu Nomor 6 Tahun 2010 (Iembaran Daerah Kota
Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);

50. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 6/8);

51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010
Nomor 1/C);

52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C);

53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Raya (l,embaran
Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/C);

54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 5 Tahun 2010
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kota Batu Tahun 2010 Nomor 7/B);

55. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C);

56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan
Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010
Nomor 6/C);

57. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 201 1 Nomor 1 /B);

58. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011
tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2011 Nomor 1/E);

59. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011
tentang lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/E);

60. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/A);

61. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Ke4'a Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah
Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/D);
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62.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2oll
tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2orl
Nomor 2lB);

63. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2ol2
tentang Retribusi Rumah potong Hewan (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2A1,2 Nomor t /C);

64. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2a72
tentang Rencana pembangunan Jangka panjang
Daerah Kota Batu Tahun 2oos-2o2s (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2Ol2 Nomor ll9l;

65. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modar pemerintah Kota Batu
kepada PT Bank Jawa Timur (r,embaran Daerah Kota
Batu Tahun 2Ol2 Nomor a / Al;

66. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 5/D);

67. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perseroan Terbatas Batu wi.sata Resource
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2oL6 Nomor 6/El;

68. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Daerah pada perseroan
Terbatas Baht wi.sata Resource (Lembaran Daerah Kota
Batu Tahun 2OlG Nomor Z /A);

69. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2oLT
tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan
dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2OlT Nornor 1/ A|;

70. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2o7T
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2017 Nomor a / Al;

7 L. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2OlT
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O1g sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 26
Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan
Walikota Batu Nomor gg Tahun 2Ol7 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN UIALIKOTA TENTANG PERUBAHAIT KIDUA
ATAS PERATURAN trIALIKOTA BATU NOMOR 99 TAHUN
2AT7 TTNTANG PENJABARAIIT ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN AI{GGARAN 2018.

Menetapkan

Halaman8dari9hlm...



Ketentuan dalam peraturan Walikota Batu Nomor 99
]afun 2017 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OiB sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Batu Noiror 26 Tahun
2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Batu
Nomor 99 Tahun 2OlZ tentang penjabaran Anggaran
P-endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201g
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Lampiran Ia diubah, sehingga

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran- iayang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini;

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Walikota ini; dan

3. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201g
sebagai akibat pergeseran anggtuan dituangkan dalam
Dokumen Pelaksanaan pergeseran Anggaran Satuan
Ke{a Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Pasal I

Peraturan Walikota ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal L Juli 2018

Diundangkan di Batu
pada tangqal 2 Juli 2018

PJ. SEI(RETARIS DAERAH NOTA BATU,

EDDY MURTONO

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR I{I/q

Halarnan9dari9hlm...



Lampiran I Peraturan Walikota

Nomor
Tanggal

45 Tahun 2018
2 Juli2018

PEMERINTAH KOTA BATU
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)NOMOR
URUT URAI AN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Laan-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Paiak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Palak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesraian dan Otonomi Khusns

Bantuan lGuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belan.ja Bagi Hadl kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Banluan Keuangan kepada Provins/lGbupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik

Belanja Tidak Terduga

935, 1 94,903,029.69

1 43,500,209,240.69

1 I 1,000,000,000.00

1 1,345,074,530.00

2,760,797,9()6.69

1 8,394,336,714.00

636,003,033,000.00

71,01 1,838,000.00

474,881 ,1 06,000.00

90,1 10,089,000.00

155,691,660,789.00

14,814,592,918.00

63,472,031 ,871 .00

76,391 ,636,000.00

1,013,400,000.00

935, 1 94,903,029.69

480,778,233,582.O0

330,398,781,165.00

56,551 ,052,000.00

1 7,522,060,000.00

9,685,651 ,734.00

64,620,688,683.00

2,000,000,000.00

1 32 4

936,674,21 2,030.05

143,500,209,240 69

1 1 1,000,000,000.00

1 '1,345,074,530.00

2,760,797,996.69

1 8,394,336,714.00

637,489,284,000 36

72,498,268,000.00

474,881,106,000.00

90,1 09,91 0,000.36

1 55,684,718,789.00

14,814,592,91 8.00

63,472,031,871 .00

76,097,494,000 00

1 ,300,600,000.00

936,674,212,030.05

482,3't 1,351,634.00

330,398,781 , 1 65.00

56,838,252,000.00

1 9,062,120,052.00

9,685,651 ,734.00

64,326,546,683.00

2,000,000,000.00

5=4-3 6

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1 .3

1.1.4

1.2

1.2 1

1.2.2

1.2.3

'1.3

1.3.1

1.3.3

1.3.4

1 3.5

1

1.1

1.1 .1

1.1.4

1.1.5

1 1.6

1 1.7

1,479,309,000.36

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1,486,251 ,000.36

1 ,486,430,000.00

0.00

( 178,999.64)

(6,942,000 00)

0.00

0.00

( 294, 142,000.00)

287,200,000 00

1 ,479,309,000.36

1,533,1 18,052.00

000

287,200,000.00

1,540,060,052.00

0.00

(294,142,000 00)

0.00

016

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23

2.05

0.00

(0.00)

(0.00)

0.00

0.00

(0 39)

22.08

0.16

0.32

0.00

0.00

0.5l

8.08

0.00

(0.46)

1 1.8

L
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JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( Rp)

NOMOR
URUT

URAIAN

5=4-3

SURPLUS / (DEFISIT)

2 3 41

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00(0.00)

(0.00)

0.00

-53,809,051 64

0.00

(0.00)

-0.01

000

0.00

000

0.00

0.00

454,4'16,669,447.69

(0 00)

0.00

0.00

0.00

0.00

454,362,860,396.0s

000

0.00

0.00

0.00

000

1.2

1.2.1

1.2.2

| .2.3

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belania IVlodal

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERI MAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH

Penyertaan Modal ( I nv eSasi) Pemerintah Daerah

1

1.1

1.1.1

1.2

1.2.2

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

(63,650,000.00)

(2,857,536,422.10)

2,867 ,377 ,370.46

(0.1 1)

( 1.04)

2.38

0.00

0.00

59,878,729,761.00

276,828,174,704.77

117,709,7U,981.92

000

0.00

59,815,079,76'1.00

273,970,638,282.67

120,577,142,352.38

000

0.00

WALI KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO
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